SALINAN

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan
keuangan desa yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal
44 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa serta dinamika perkembangan pengaturan
mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 perlu
diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksaaan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2019.



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mojokerto.

Bupati adalah Bupati Mojokerto.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat
Kabupaten Mojokerto.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang
selanjutnya  disingkat @ DPMD  adalah  Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya  disingkat BPKAD adalah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Mojokerto.

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
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Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah  lembaga yang melaksanakan  fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Desa.

Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke
rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari
rekening kas Desa.

Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan
tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh
Desa.

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,
yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala
Desa yang karena  jabatannya = mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan Desa.
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Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa
yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan  keputusan  kepala Desa yang
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang
berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat
Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur,
adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas
PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah
perangkat Desa yang Dberkedudukan sebagai
pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa yang
menampung seluruh  penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang
ditetapkan.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna
mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara
pendapatan Desa dengan belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian
setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan
rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB
Desa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang
memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya
berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya
disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola
dan/atau penyedia barang/jasa.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya
disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat
arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan
DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang
selanjutnya disingkat SPP Panjar adalah pembayaran
yang dilakukan sebagian kepada pelaksana kegiatan
Surat Permintaan Pembayaran Tunai yang
selanjutnya disingkat SPP Tunai adalah pembayaran
yang dilakukan seluruhnya kepada penyedia
barang/jasa.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen
atau elemen yang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliran informasi, materi atau energy
untuk mencapai tujuan.
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Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik,
tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau
dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu
memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang
sama.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2
Keuangan Desa  dikelola  berdasarkan  asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan

(1)

Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3
Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa

dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan
pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa

dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan
kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam
Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a.

b
C.
d

kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
anggaran pendapatan dan belanja desa;
pengelolaan; dan

pembinaan dan pengawasan.
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BAB III
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 5
Setiap PKPKD, PPKD dan orang atau badan yang
menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan
Pemerintah Desa, wajib menyelenggarakan
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan = pelaporan  anggaran
berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Desa.
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
a. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
meliputi :
Perencanaan
Pelaksanaan
Penatausahaan
Pelaporan dan
5. Pertanggungjawaban
b. Kode Rekening Kegiatan, Belanja, Pendapatan dan
Pembiayaan
c. Format dan Contoh.
Pengelolaan Keuangan Desa wajib dilakukan dengan
menggunakan aplikasi sistem keuangan desa
(SISKEUDES).
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terperinci
sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini,

b=

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini masih
berjalan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun
2018 tetap berlaku sampai akhir Tahun Anggaran
2018.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk
APBDesa Tahun Anggaran 2019.



BAB V
PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Oktober 2018

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,
ttd
PUNGKASIADI
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR



